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Abstrak
 

Lembaga notaris merupakan lembaga kemasyarakatan yang pada mulanya dikenal sebagai Notariat.

Lembaga tersebut timbul karena kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti yang ada untuk hukum

keperdataan yang terjadi diantara masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya Notaris wajib untuk

mengikuti pedoman yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan

dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan kewenangannya seharusnya tidak boleh

merugikan para pihak yang berkepentingan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum

kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan kewenangan

dan posisinya juga seharusnya wajib bersikap adil kepada seluruh pihak yang berhubungan, serta tidak

berpihak kepada salah satu pihak dalam pembuatan akta. Akta Autentik hadir sebagai alat untuk menjamin

kepastian hukum terkait suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak

yang berkepentingan. Akta Autentik berfungsi sebagai alat bukti dalam bentuk tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan apabila terjadi sengketa antara para pihak dikemudian harinya. Penelitian ini

dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini

bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas ketidakhadiran para pihak dalam

pembuatan akta jual beli ini, dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada

Notaris/PPAT yang membuat akta didasarkan pada data yang diduga palsu (tidak sesuai fakta) dari

penghadap yang tidak beritikad baik. Oleh sebab itu, dalam memangku tugas dan kewenangannya, notaris

dituntut untuk bisa profesional, yaitu memangku tugas dan jabatannya untuk bisa selalu mengutamakan

setiap perbuatannya dalam membuat akta dengan berintikan Kode Etik dan determinasi perundang-

undangan yang berlaku, dapat dipercaya, amanah dan bekerja dengan sesuai Standar Operasional Prosedural

(SOP) dari melancarkan pekerjaan, mempraktikkan serta memanifestasikan hasil yang akurat. Selain itu

notaris memiliki kewajiban untuk meneruskan penataran hukum kepada para pihak yang telah datang

kepadanya.

......The notary institution is a social institution which was originally known as the Notary. This institution

arose because of the community's need for existing evidence for civil law that occurred among the

community. In carrying out its authority, the Notary is obliged to follow the guidelines stipulated in Law

Number 30 of 2004 jo. Law Number 2 of 2014 Concerning the Position of Notary (UUJN), in order to avoid

abuse of authority in carrying out his position. Notaries in carrying out their authority should not harm the

interested parties. This aims to provide legal protection to all interested parties in making a deed. Notaries in

carrying out their authority and position should also be obliged to be fair to all related parties, and not to side
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with one of the parties in making a deed. Authentic Deed exists as a tool to guarantee legal certainty

regarding a situation, event, or legal action carried out by interested parties. Authentic deed serves as

evidence in written form which can be accounted for in the event of a dispute between the parties in the

future. This research was conducted by collecting primary, secondary, and tertiary legal materials. This

study aims to find out and analyze the legal consequences for the absence of the parties in making this sale

and purchase deed, and to find out and analyze the legal protection for a Notary/PPAT who makes a deed

based on allegedly fake data (not in accordance with facts) from appearers who do not in good faith.

Therefore, in carrying out their duties and authorities, notaries are required to be professional, that is, to

assume their duties and positions to be able to always prioritize their every action in making deeds with the

core of the Code of Ethics and statutory determinations that apply, can be trusted, trustworthy and work in

accordance Standard Operating Procedures (SOP) for smoothing work, practicing and manifesting accurate

results. In addition, the notary has an obligation to continue legal education to the parties who have come to

him.


